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ABSTRAK

TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN OKU TIMUR

Feri Irawan

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab
xepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.
Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak timbul
mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tugas kepolisian dalam mencegah
dan menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di kabupaten
OKU Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kepolisian
dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala
daerah di kabupaten OKU Timur,

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Hal
ini dikarenakan penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapatkan
dari hasil wawancara dan observasi dan data sekunder berupa buku, dokumen-
dokumen, surat kabar yang terkait tugas kepolisian dalam mencegah dan
menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa:

I. Tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana
pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten OKU Timur belum optimal.
Hal itu dapat terlihat dari adanya pelanggaran yang telah memenuhi syarat (P-
21). Namun demikian keberadaan kepolisian sangat diperlukan dalam
menyelesaikan laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan melakukan
penyelidikan dan penyidikan. Jika tidak adanya keberdaan kepolisian, maka
penanganan perkara Tindak Pidana Pemilukada tentu akan terhambat.

2. Faktor-faktor yang menghambat tugas Kepolisian dalam mencegah dan
menindak pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum  Kepala Daerah di
Kabupaten OKU Timur pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi
proses dan sisi hasil dari pemilu tersebut. Pemilukada dapat dikatakan
berkualitas dari sisi prosesnya apabila Pemilukada itu berlangsung secara
demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan apabila
dilihat dari sisi hasilnya, pemilukada itu harus dapat menghasilkan wakil-
wakil rakyat yang mampu mensejahterkan rakyat serta mampu mewujudkan
cita-cita nasional.

Kata kunci: tugas kepolisian, tindak pidana. pemilukada.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk
mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, makmur dan
berkeadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik
Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangan bangsa
Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai konstitusi maupun dalam
pelaksanaan  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.
NegaraRepublik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk
republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi.

Konstitusi Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara demokrasi.
Oleh karena itu secara hierarki rlakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi
melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Salah satu wujud
pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu).

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam
tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan
umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di
tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan
penyelenggaraan pemilihan umum  selalu menjadi perhatian utama terhadap

Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-



benar dapat diwujudkan melalul penataan sistem dan kualitas penyelenggaran
Pemilihan Umum.'

Sistem demokrasi dan Konstitusi negara merupakan dua pilar penting untuk
menegakkan hak azasi manusia di Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal
| ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”, oleh karena itu kedaulatan di Indonesia adalah
kedaulatan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini 1alah bahwa
rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara
demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna
mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil
rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat
dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana
bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi
melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-
undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran
pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai  ketentuan Pasal 2210 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

" Galtar Janedjri. Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press, Jakarta, 2012 him. |.




Dacrah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip
keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin
memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan
aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
Konsep suatu perwakilan adalah seseorang atau kelompok mempunyai
kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat
atausuatu kelompok yang lebih besar sehingga anggota legislatif nantinya akan
mewakili rakyat melalui partai politik.

Selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu
yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan
secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi
masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta
pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang
terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas
dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dan pithak manapun. Pemilu harus
dilaksanakan scecara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang schat,
partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan olch

suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.



Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab
KPU scbagai Penyelenggara Pemilihan Umum mencangkup seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU scbagai
lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi
olech  masa jabatan tertentu. Sifat mandinn menegaskan KPU dalam
menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daecrah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta
Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur
dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1
(satu) Undang-Undang secara lebih komprehensif. Serta bagaimana kinerja serta
upaya mereka dalam menghadapi pelanggaran tindak pidana tersebut guna
mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan dasarnya yakni bersih, jujur, dan adil
sesuai dengan tujuan dari konstitusi negara Indonesia.” Sebuah lembaga yang
bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus
independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif.’

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami
banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan
tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak

pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran

* Samsul Wahidin Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala
Dacrah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. hlm. 8.

b Setio W. Soemeri,Didik Supriyanto,Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu,
Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, him.2.



un

keberhasilan Negara demokratis dilihat dan kesuksesannya menyelenggarkan
pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan
semakin - memperberat  sanksi pidana untuk  pelaku  tindak  pidana  pemilu.
Selanjutnya dengan harapan bahwa dengan adanya Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2012 sebagai Undang — Undang terbaru tentang pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan
dari Undang — Undang sebelumnya. Undang — Undang ini telah mengantisipasi
apabila terjadi tindak pidana dan ditegaskan bahwa ada 4 (empat) institusi yang
terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni panitia Pengawas
pemilu (panwaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor
2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab
kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendin.
Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara
demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran,
dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat
menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilthan umum. Salah satunya adalah
peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang

berunsur pidana sesuai undang-undang.



Dari uraian di atas, maka penulis tertanik untuk meneliti dan mengkayi lebih
lanjut, maka penulis tertarik untuk menuangkan ke dalam skripsi ini yang
berjudul: *TUGAS KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENINDAK
PELAKU TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI
KABUPATEN OKU TIMUR”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan di bahas di dalam skripsi ini
adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak

Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten
OKU Timur?
2. Apakah Faktor-faktor yang Menghambat Tugas Kepolisian dalam
Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kabupaten OKU Timur?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut :
I. Untuk Mengetahui Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak
Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten
OKU Timur.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang Menghambat Kepolisian dalam
Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala

Daerah di Kabupaten OKU Timur.



Manfaat Penelitian ini adalah :
. Melengkapt dan memenuhi tugas scbagai persyaratan  pokok  yang
bersifatakademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang,.

2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang

bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat terkait
Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana

Pemilihan Umum di Kabupaten OKU Timur .

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang

berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan

almamater.

D. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diberikan pengertian (definisi) dari beberapa istilah yang

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:*

g

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksana
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia
jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Pengawas Pemilu (Panwaslu) adalah Bawaslu, Panwaslu  Provinsi,
Panwasluw/Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu

[apangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.

* Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang  Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD, DPRD pasal 1.
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Kepolisian adalah segala hal-thwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah
lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang
penuntutan serta kewenagan lain berdasarkan berdasarkan Undang-Undang.

5. Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang selanjutnya disebut sebagai Sentra
Gakkumdu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Jaksa Agung Republik
Indonesia, Kapolri, dan Ketua Bawaslu yang bertujuan  tercapainya
penegakan hukum tindak pidana Pemilu Legislatif tahun 2009 sesuai dengan
prinsip peradilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka
dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang
menunjang masalah yang diteliti. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam
skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Hal ini dikarenakan penelitian ini
menggunakan sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan
observasi.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan

permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data

* Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, P1 Remaja Rosdakarya, Bandung,
2002. him. 157.



1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara
langsung di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi.
Data primer ini disebut juga fakta-fakta yang ada di lapangan. Untuk penelitian ini
data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini biasanya dari
perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu. Untuk penelitian ini data
sekundernya berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait tugas
kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana pemilthan umum
kepala daerah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian di samping menggunakan teknik yang tepat, juga perlu memilih
alat pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan dua
cara yakni melalui Penelitian Kepustakan (Library Research) dan metode
Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan wawancara.
a. Wawancara
Wawancara (/nterview), yakni peneliti mengadakan tanya jawab dengan
pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas yaitu pihak
kepolisian dan instansi terkait lainnya seperti Panwaslu dan KPU Kabupaten,

sebagai penunjang data normatif.
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b. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung pada obyek sebagai sumber data. Dalam
penelitian ini yang termasuk dalam teknik observasi yaitu pengamatan langsung
yang dilakukan oleh peneliti di tempat penelitian yaitu di Polres OKU Timur.
4. Analisis Data
Untuk mengolah data primer dan data sekunder seperti yang telah
dijabarkan di atas, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang terpadu dan
sistematis diperlukan suatu tehnik analisis yang dikenal dengan analisis Yuridis
Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang
nyata mengenai penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif di
Kabupaten OKU Timur. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi
dan studi kepustakaan yang diperoleh, maka data tersebut kemudian diolah dan
dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif.
Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pcmbahasan‘ dan kesimpulan yang
relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
F. Sistematika Penulisan
Adapun penelitian skripsi terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan

diakhiri dengan sistematika penulisan.
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BAB I : TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengertian pemilu dan pemilukada.

[V

Bentuk-bentuk tindak pidana dalam pemilukada.
3. Penegak hukum terhadap tindak pidana pemilukada.
4. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilukada.
BAB Il :PEMBAHASAN
. Tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak
pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten OKU Timur.
2. Faktor-faktor yang menghambat tugas kepolisian dalam mencegah
dan menindak pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah
di Kabupaten Oku Timur.
BAB IV : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran.






BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemilu dan Pemilukada
1. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.°

Menurut Miriam Budiardjo untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu
diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :’
I. Pemerintahan yang bertanggungjawab;

2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan dipilih dengan pemilihan
umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon
untuk setiap kursi. Dewan perwakilan ini mengadakan pengawasan (kontrol),
memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian

terhadap kebijaksanaan pemerintah secara kontinyu;

o

Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partaipolitik (sistem
dwi-partai, multi-partai). Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang
kontinyu antara masyarakat umumnya dan pemimpin-pemimpinnya:

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;

*Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar lmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
him. 62
" hid, him. 63-64.
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Sistem  peradilan - yang  bebas  untuk  menjamin  hak-hak  azasi  dan
mempertahankan keadilan.

Menurut  Widodo Ekatjahjana pemilihan umum schagai  salah satu

saranauntuk  mewujudkan nilai-nilai  demokrasi, paling tidak mesti didasari

olehbeberapa hal, yaitu :*

l.

!\J

Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi
penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur dan adil;
Pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil;

Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil
dan bertanggungjawab;

Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara
independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol
terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara
demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;

Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus
dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-
tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-
norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan

umum vang disclenggarakan;

¥ Widodo Ekatjahjana. Konsep Hukum Pemilu Dasar dan Asas Hukum Yang Melandasi

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Universitas Jember, Jember,2011. him. 4,
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6. Adanya lembaga pencgak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan
menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu,
penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas
lainnya.

Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat
dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang

pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.

Hasil pemilihan umum yang diselengarakan dalam suasana keterbukaan
dengan  kebebasan  berpendapat  dan  kebebasan  berserikat, dianggap
mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi

masyarakat.”

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1)Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945,

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga
Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang
mercka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat
keputusan yaitu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka

inginkan untuk dimiliki.""

"Miriam Budiarjo, Op. C'it,, him. 461,

""Warren G. Harris, Parpol Suatu Tinjauan Umum, Rajawali, Jakarta, 1984, him.81.
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Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan
yang nyata untuk keikut sertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Berdasarkan
pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara
menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana
pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat
pengaruh maupun tekanan dari pihak mana pun juga. Semakin tinggi tingkat
kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan

pemilu.

Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin
buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang
menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat
dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam

menyelenggarakan pemilu.'’

Pemilu diselenggarakan berdasarkan ketetapan MPR Rl Nomor
XIV/MPR/1998 yang berdasarkan pada pertimbangan bahwa di dalam NKRI yang
berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat
sccaranyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan
pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan

pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

"Syahrial Syarbaini,dkk. Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, him.80.
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Sebagai tindak lanjut dari upaya implementasi Ketetapan MPR RI tersebut
dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum, yang antara lain memberikan amanat untuk penyelenggaraan
pemilu yang didasarkan pada prinsip bahwa pemilu merupakan sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemilu bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan
duduk dalam lembaga Permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan
suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai
semangat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

2. Pengertian Pemilukada

Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi
consensus politik nasional yang merupakan salah satu instrument penting
penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di
Indonesia.'?

Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilukada secara
langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif
desentralisasi, pemilukada langsung tersebut merupakan sebuah terobosan baru
yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi ditingkat local .Pemilukada

langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam

PHAW Widjaja. Penvelenggaraan Otonomi di Indonesiu, PT Rajagrafindo Persada,
Jakarta, 20115, him. 114,



Proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik ditingkat lokal. Sistem
ini juga membuka peluang bagimasyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak
politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh Kepentingan-kepentingan
ehitpolitik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69
Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang merumuskan pengertian tentang pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni:'?

(2) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya

disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu

untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih Oleh DPRD Namun sejak bulan Juni tahun 2005 Indonesia menganut
system pemilukada secara langsung."

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

dengan NKRI. Hal ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala

"PKPU Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

YHAW Widjaja, Op. Cit., him.114.
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daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden,
yaitu pemilihan secara langsung.

Pasal 1 Ayat (2)UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NKRI 1945." Kedaulatan itu
sendirt mengandung arti bahwa rakyat turut serta secara aktif dalam setiap proses
penyelenggaraan pemerintah, termasuk dalam menentukan kepala daerah di
wilayah masing-masing sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Pemilukada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD NKRI
1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NKRI 1945, bahwa:
“Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala Pemerintah
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Sedangkan Pasal
56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menyatakan bahwa:'®
. Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon

yvang dilaksanakan sccara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil.

PUUD NKRI 1945 yang disahkan pada tanggal 19 November 2001.
UL No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dacrah.
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2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai

politik atau gabungan partai politik.

Ketentuan pasal 56 Ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat setelah salah satu calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama
Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah, khususnya yang terkait dengan ketentuan yang hanya
membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam
pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.'” Setelah putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang mengabulkan calon perscorangan, selanjutnya pemerintah
pada tanggal 28 April mengesahkan UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan

kedua atas UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas
pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD,
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah.

Sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format
demokrasi dacrah yang berkembang dalam rangka liberasasi politik, sebagai
respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi,

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat

"Putusan Mahkamah Konstitusidalam perkara Nomor 5/PUU-V/2007 perihal pengujian.
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merupakan suatu proses politik di dacrah menuju kehidupan politik yang lebih

demokratis dan bertanggung jawab.
B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana dalam Pemilukada

KUHP tidak memberikan definisi atas berbagai tindak pidana itu, sedangkan
pengertiannya akan diketahui dari rumusan unsur-unsur tindak pidana. Dengan
demikian, pengertian Tindak Pidana Pemilu di dalam KUHP dapat dilihat dari
rumusan unsur-unsur dari pasal-pasal yang mengaturnya.

Didalam Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang
merupakan kitab undang — undang warisan dari masa penjajahan belanda terdapat
lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemilu.'®

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun
organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-
halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan
menurut undang-undang.'” Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini
amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam
Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi
atau mengganggu jalannya pemilthan umum hanya merupakan sebagian dari
tindak pidana pemilu.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya,

meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu,

"™ Topo Santoso. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta. 2006. him. 11
1 Djoko Prakoso. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987. him. 148.
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termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan

yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.

Menurut Topo Santoso, defenisi tindak pidana pemilu ada tiga bentuk
meliputi:*’

I. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang
diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang
diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam
Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).

3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu termasuk pelanggaran lalu
lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya.

Pengertian pertama merupakan defenisi yang paling sempit dari ketiga
pengertian di atas, tetapi sekaligus pengertian yang paling tegas dan fokus, yaitu
hanya tindak pidana yang diatur dalam Undang — Undang Pemilu saja. Dengan
cakupan seperti itu maka orang akan dengan muda mencarn tindak pidana pemilu
yaitu di dalam Undang-undang Pemilu.

Berkenaan dengan masalah tersebut maka Dedi Mulyadi, melakukan
redefenisi tindak pidana pemilu, terhadap pengertian tindak pidana pemilu
menjadi dua kategori:*'

I. Tindak pidana pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan

dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggaraan pemilu baik

Topo Santoso. Op. Cir., him. 1.
*'Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatf di Indonesia
dalam Perspektif Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012_hlm. 418,
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yang diatur dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam Undang-Undang
tindak pidana pemilu.

2. lindak pidana pemilu umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan
dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggaraan pemilu baik
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya di luar tahapan pemilu melalui
Peradilan Umum.

C. Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilukada

1. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Kegiatan saat pemantauan penanganan pelanggaran pemilihan umum yang
bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu mengandung
unsur tindak pidana yang dilakukan secara benar, adil, dan konsisten sesuai
dengan prosedur hukum yang berlaku. Memantau apakah benar diberlakukannya
hukum pada saat terdapat tindak pidana pemilu atau tidak.

Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan adanya
disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Pengawas Pemilu Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan |, dan Pengawas Pemilu Luar Negert. Dengan adanya
pihak tersebut kita juga harus mengetahui kedudukan dan perannya. Masing
masing pengertiannya terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yaitu :
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. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga
penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

o

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi
adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di provinsi.

3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu
Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama

lain.

5. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk olch Panwaslu
Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau

nama lain/kelurahan.

6. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu

vang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Berdasarkan pengertian  diatas  dapat disimpulkan bahwa tugas yang

diberikan itu berbeda-beda dan memiliki tanggungjawab yang berbeda pula.
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Menurut  peraturan Bawaslu  Nomor 4 lahun 2008 tentang  mekanisme
pengawasan pemilu |, yang dimaksud dengan pengawasan pemilu adalah kegiatan
mengkaji, mengamati, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan
perundang — undangan. Sedangkan tujuan dari pengawasan pemilu adalah untuk
menjamin terselenggaranya pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
secara langsung , bebas, rahasia, jujur , adil , dan berkualitas serta
dilaksanakannya peraturan perundang — undangan mengenai pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD secara menyeluruh.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab
kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.
Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara
demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran,
dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat
menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah
peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang
berunsur pidana sesuai undang-undang.

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses
yvang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang
memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat |

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
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kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal ini
keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung.

lugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat scjak
timbul mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila
pelanggaran itu tidak benar adanya | maka Bawaslu, Pawaslu Kabupaten/Kota
tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan.

Kepolisian Republik indonesia mempunyai tugas dalam menangani tindak
pidana pemilihan umum legislatif yakni :
(1) Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum

agar dapat berjalan dengan aman dan lancar;

(2) Melakukan penyidikan terhadap tindak pemilu yang dilaporkan kepada polri

melalui Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/kota.

(3) Melakukan tugas lain menurut aturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai
penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan untuk melakukan
penychidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali
harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang sistem peradilan
pidana) karena mempunyal wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan
mula dari penyclidikan, penyidikan sampai ditemukannva tindak pidana yang

telah dilakukan,
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Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polist sudah
cukup membantu karena perkara - perkara yang diterimanya sudah merupakan
hasil penyaringan darn Panmitia Pengawas Pemilu. Panwaslu  sendiri yang
menyerahkan kasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal
terjadinya tindak pidana pemilu. Kendati polisi modern menjadi bagian dari
birokrasi itu sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan
dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namum pada
waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan
dan melakukan tindakan yang bersifat spontan.

Disinilah akan tampak betapa polisi terombang-ambing oleh dua tuntutan,
yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal, sedangkan dipihak lain untuk
bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas memelihara ketertiban dengan
lebih baik. Pada waktu bergerak ditengah-tengah masyarakat | polisi harus
memberikan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan-ketentuan yang ada
schingga dapat dipakai dalam praktik. Untuk menghadapi kasus-kasus ‘tindak
pidana pemilu , polisi juga melakukan persiapan antara lain dengan membentuk
penyidik khusus. Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum
pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-undang pemilu yang
harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu.*

3. Kejaksaan Republik Indonesia

Selain tugas dan wewenang dari Bawaslu, Panwaslu dan kepolisian

selanjutnya Kita meninjau tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu

“Topo Santoso. Op.Cit.,hlm. 106.
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instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu.
Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka
peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah melakukan
penuntutan ke pengadilan.”’

Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dibagian pidana yakni :

(1) Melakukan penuntutan;

(2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat |

putusan pidana pengawasan , dan putusan lepas bersyarat;

(4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang —

Undang:

(5) Melengkapi berkas perkara tertentu berdasarkan dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus itu dapat
dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dengan
aturan hukum acara pidana. Dari segi politik hukum | sejak didalam KUHP | para

pembuat  Undang-Undang telah melihat adanya sejumlah  perbuatan  yang

2hid hlm. 107.
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berkaitan dengan pemilihan umum yang berbahaya bagi pencapaian tujuan
pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana.”® Tuntutan yang
diberikan kepada pelaku tindak pidana pemilu sesuai dengan pelanggaran yang
mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan , karena pada hakekatnya tindak
pemilu kelihatannya kecil tetapi pengaruhnya yang besar.

4. Sentra Penegakan Hukum Terpadu ( Sentra Gakkumdu )

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif
Anggota DPR, DPD,dan DPRD dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana
dalam Pemilu. Pidana dalam pemilu yang termasuk dalam kategori lex specialis
tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan
oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra
Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga
lembaga negara vyaitu Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Indonesia dalam rangka menyamakan
pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan amat dalam
Pasal 267 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan ayat
selanjutnya, dari Undang Undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut
mengenal Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia.

dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

“Ihid hlm. 111,
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Berdasarkan  dasar  tersebut maka  dibuat  nota  kesepahaman untuk
membentuk sentra pencgakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra
gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan
umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya
batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap
proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan
salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana
Pemilu.

D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilukada

Adapun rumusan tindak pidana pemilukada yang terdapat dalam UU No. 32
Tahun 2004 Jo UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, antara lain:
1. Sebelum Pemilukada

Pasal 115 menyatakan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar
mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara puliné,
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling
sedikit Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.-
(dua belas juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak
pilihnya dan orang yang kchilangan hak pilihnya tersebui mengadukan
diancam pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp 12.000.000.- (dua
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belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta
rupiah)

(3

—_—

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan sural menurut suatu aturan
dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalanakan suatu perbuatan
dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah
surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.- (tiga puluh enam juta
rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah)

(4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakan,
atau menyuruh orang lain menggunakan sebagai surat yang sah, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000,-
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000.- (tujuh
puluh dua juta rupiah)

(5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang

ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk

terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah menurut undang-
undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000.-

(tiga puluh enam juta rupiah
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(7)
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Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau
menggunakan surat palsu scolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang
diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi pasangan calon Kepala Dacrah/Wakil
Kepala Daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga pulu enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp
36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,-
(tujuh puluh dua juta rupiah)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau
menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung bakal pasangan calon
perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59, diancam dengan pidana penjara paling singkat 12
(dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda
minimal Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp

36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

(8) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota

()

KPU provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap
calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancan
denga pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.000.-
(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh
puluh dua juta rupiah)

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota
KPU  provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi  dan

rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-
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undang in1, diancam denga pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh
enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan pling banyak Rp
72.000.000.- (tujuh puluh dua juta).”

2. Tahap Masa Kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 116 menyatakan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luvar jadwal
waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan
calon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), diancam dengan
pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 30 (tiga
puluh) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf
d, huruf ¢ dan huruf f, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan
atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,- (enam juta
rupiah)

(3) Senap orang yang dengan sengaja melanggar Ketentuan larangan
pelaksanaan  kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, hurut h, hurut'1, dan huruf')
dan Pasal 78 hurut g, huruf I, huruf j, dan Pasal 79 ayat (1). ayat (3) dan ayat

(4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
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lama 6 (enam) bulan dan/atau denda minimal Rp 100.000,- (seratus ribu
rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan
negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 1(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah)

(5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau
mengganggu jalannya kampanye, diancam dt.:ngan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
minimal Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp
6.000.000,- (enam juta rupiah)

(6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas
yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua
juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu miliyar rupiah)

(7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memben dana kampanye
dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling

singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
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dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atau
paling banyak Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

(8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam
laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas)
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling
banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Saat Pemilukada : Tahap Pemungutan dan Perhitungan Suara
Pasal 117 menyatakan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya
untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan
dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau
materi lainnya kepada sescorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya,
atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya
dengan cara tertentu s ehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)
atau paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

(3) Sctiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku

dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan



pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) han dan paling lama 60 (enam
puluh) hart dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)

(4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja
memberikan suaranya lebih dari satu kali atau lebih TPS, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan
paling banyak Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah)

(5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutaan suara,
diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling singkat Rp 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

(6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang
pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan
tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah)

(7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara
mendampingt seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) bulan dan paling banyak 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.-

(sepuluh juta rupiah)
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(8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih
kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.- (sepuluh
juta rupiah)

Pasal 118 menyatakan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan
suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau meyebabkan pasangan
calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara suaranya
berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

(2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau atau menghilangkan hasil
pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau
denda paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp
20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)

(3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya
hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 15 (lima belas) hart dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau
denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)
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(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah  hasil  perhitungan  suara
dan/atau berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara. diancam dengan
pidana penjara paling singkat 6 (¢cnam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah)

Pasal 119 menyatakan :
“Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau
pasangan calon, ancaman pidananya 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diatur
dalam Pasal 115, 116, 117, dan 119™.
4. Sesudah Pemilukada
Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih,
pengesahan, dan pelantikan. Setelah selesai tahap tersebut diharapkan Kepala
Daerah dan atau/Wakil Kepala Daerah dapat melakukan tugas dan wewenang
serta kewajibannya sebagai Kepala Daerah dan atauw/Wakil Kepala Daerah. Dalam
masa jabatannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yaitu :
Pasal 30 menyatakan:

(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa melalul usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

(2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden

tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukantindak pidana
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 31 menyatakan:

(1) Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh
Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak
pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.

(2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden
tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau
perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.






BAB I
PEMBAHASAN
A. Tugas Kepolisian dalam Mencegah dan Menindak Pelaku Tindak Pidana
Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten OKU Timur

Pengamanan pemilihan umum difungsikan pihak kepolisian sebab
kepolisian menjadi subjek yang masuk dalam pusaran agenda politik itu sendiri.
Pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil jelas merupakan indikator negara
demokratis yang dewasa. Oleh karenanya, untuk menjamin kebebasan, kejujuran,
dan keadilan tersebut diperlukan perangkat administrasi dan hukum yang dapat
menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan umum. Salah satunya adalah
peran kepolisian dalam menjamin keamanan dan menindak pelanggaran yang
berunsur pidana sesuai undang-undang.*®

Di Negara demokratis maju sekalipun, pemilihan umum bukanlah proses
vang dapat bebas seratus persen dari permasalahan, penyimpangan, hingga yang
memiliki unsur pidana. Mengenai kepolisian diatur dalam Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ,
menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat agar terciptanya keamanan dalam negeri dalam hal in

keamanan pada saat pemilihan umum legislatif berlangsung.

* Topo Santoso. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. him. 11.
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Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten OKU Timur, sesuail dengan
Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pemilu yang dikeluarkan oleh Badan Reserse

Kriminal Mabes Polri. Polri mempunyai tugas sebagai berikut: ™

|. Melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada, agar
penyelenggaraan Pemilukada dapat berjalan dengan aman dan lancar .

2. Melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilukada yang dilaporkan
kepada Polri melalu Bawaslu/Panwaslu Propinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota.

3. Melakukan tugas lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku
antara lain melakukan tugas pelayanan, seperti pelayanan penerimaan
pemberitahuan kegiatan kampanye atau pemberian izin kepada peserta

Pemilu.

Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlibat sejak
timbul mendapat laporan dari Bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila
pelanggaran itu tidak benar adanya, maka Bawaslu, Pawaslu Kabupaten/Kota

tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari polisi sebagai
penyelidik dan penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian merupakan lembaga

yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana (pintu gerbang

**Wirjono Prodjodikoro. Asa-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, 2003,
Bandung.hlm. 73.
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sistem peradilan  pidana) karena mempunyai  wewenang untuk melakukan
serangkaian kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditemukannya
tindak pidana yang telah dilakukan.

Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah
cukup membantu karena perkara-—perkara yang diterimanya sudah merupakan
hasil penyaringan dari Panitia Pengawas Pemilu. Panwaslu sendiri yang
menyerahkan Kkasus-kasus yang menurutnya memang sudah ada bukti awal
terjadinya tindak pidana pemilu. Kendati polisi modern menjadi bagian dari
birokrasi itu sendiri, dan karena tugas dan wewenang serta hal yang akan
dilakukannya telah dirumuskan oleh prosedur hukum yang rinci, namum pada
waktu yang sama telah dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil keputusan
dan melakukan tindakan yang bersifat spontan.

Maka timbul dua tuntutan, yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur formal,
sedangkan dipihak lain untuk bergerak bebas sehingga dapat melaksanakan tugas
memelihara ketertiban dengan lebih baik. Pada waktu bergerak ditengah-tengah
masyarakat , polisi harus memberikan penafsirannya sendiri terhadap ketentuan-
ketentuan yang ada sehingga dapat dipakai dalam praktik. Untuk menghadapi
kasus—kasus tindak pidana pemilu , polisi juga melakukan persiapan antara lain
dengan membentuk penyidik khusus. Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu
dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-
undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak

pidana pemilu.
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Jika benar-benar terjadi pelanggaran maka Panwaslu Kabupaten OKU
Timur akan menanggulangi tindak pidana Pemilu melalui  kebijakan
penanggulangan pidana yang terdiri atas upaya penal dan upaya non penal. Upaya
yang dilakukan secara penal atau yang bersifat “represive” lebih menitikberatkan
pada pemberantasan/penumpasan/penindasan setelah terjadinya tindak pidana
yang pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Dimana
prosesnya diawali dari proses pelaporan tindak pidana Pemilu Legislatif' yang
diatur oleh Pasal 249 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dapat dilaporkan oleh:?*’

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
b. Pemantau Pemilihan Umum;
¢. Peserta Pemilihan Umum;
lLaporan tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari dan memuat :
a. Nama dan alamat pelapor;
b. Pihak terlapor;
¢. Waktu dan tempat kejadian perkara;dan
d. Uraian kejadian.

Kemudian setelah dikaji dan terbukti kebenarannya, maka Panitia Pengawas
Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti laporan tersebut paling lama 3 (tiga) hari
setelah laporan diterima. Apabila masih dibutuhkan keterangan tambahan dari

selapor maka Panita Pengawas Pemilihan Umum dapat memperpanjang waktu
! g perpanjang

17 Setio W. Soemeri, Didik Supriyanto,Topo Santoso, Penanganan Pelanggaran Pemilu.,

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 201 1. him. 25.



43

selama 5 (hima) hari sejak laporan diterima. Terhadap laporan yang diterima,

berdasarkan Pasal 250 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka laporan

pelanggaran Pemilihan Umum tersebut dikualifikasi menjadi:**

a. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum yang akan diteruskan
oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Pelanggaran administratif Pemilihan Umum diteruskan kepada KPU, KPU
Porvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;

c. Sengketa Pemilihan Umum diselesaikan oleh Bawaslu;dan

d. Tindak pidana Pemilihan Umum diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Laporan tersebut kemudian dikualifikasikan dan dilakukan proses
penyaringan laporan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum
Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) yang dibentuk berdasarkan kesepakatan
dengan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Proses ini diawali dengan
mempertemukan para pihak pelapor, pihak terlapor, dan para saksi-saksi lainnya
untuk berbicara dengan pikiran jernih, tetapi tujuannya bukan untuk melakukan
proses penyelidikan ataupun penyidikan, melainkan untuk mencegah jangan
sampai terjadi tuduhan tersebut timbul karena adanya salah paham, salah
informasi, atau salah menarik kesimpulan. Artinya apabila terdapat bukti awal
yang memadai tentang terjadinya tindak pidana Pemilu maka Panwaslu segera
meneruskan kasus tersebut ke Kepolisian dalam kurun waktu 1x24 jam scjak
diputuskan oleh Panwaslu Kabupaten OKU Timur bahwa kasus tersebut termasuk

ke dalam tindak pidana Pemilu.

1hid hm. 27
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Oleh Kepolisian akan melakukan proses penyclidikan dan penyidikan untuk
menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti ke Kejaksaan atau
tidak. Dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari hingga berkas kasus tersebut
dapat dikirimkan ke Kejaksaan. Apabila Kejaksaan menanggapi berkas tersebut
belum lengkap, maka dalam kurun waktu 3 (tiga) hari Kejaksaan dapat
mengembalikan berkas tersebut kepada Kepolisian. Dalam kurun waktu 3 (tiga)
hari, berkas yang telah diperbaiki harus dikirimkan kembali kepada Kejaksaan.
Kejaksaan akan menindaklanjuti berkas tersebut dalam hal pembuatan tuntutan
hukum beserta ancaman pidana dalam kurun waktu 5 (lima) hari untuk
dilimpahkan ke Pengadilan. Pengadilan Negeri yang merupakan satu-satunya
lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan tidak pidana tersebut.

Oleh karena itu, agar penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah
bisa berjalan dengan efektif dan berkualitas, maka ada tiga tahapan pemilihan
umum kepala daerah yang harus diatur dan dilaksanakan secara komprehensif dan
tuntas. Tahapan tersebut adalah:*

I. Tahap 1: penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan administrasi
pemilukada harus sudah diselesaikan secara tuntas oleh KPUD dan bawaslu
sebelum dimulainya masa kampanye pasangan calon dalam pemilihan umum
kepala daerah.

2. Tahap II: penyelesaian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah

harusdiselesaikan secara cepat oleh aparat hukum terkait sebelum masa

“Muhammad Kusnardi. Pemilihan Umum dan Konstitusi  Republikindonesia. Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 43



penghitungan suara berlangsung atau paling lambat scbelum ditetapkannya

pemenang pemilihan umum Kepala daerah.

Tl

Tahap Ill: penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala dacrah yang
terkait dengan penghitungan hasil suara harus diselesaikan secara efektif dan
cepat, schingga tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas
pemerintahan daerah. Dengan pengaturan yang jelas, komprehensif dan
diselesaikan dengan cepat, maka sebetulnya secara konseptual praktis,
penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah di MK bisa
berjalan lebih efektif karena hanya fokus pada masalah apakah penghitungan
suara pemilihan umum kepala daerah tersebut sudah benar atau belum.

Berdasarkan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan
ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981, tugas dan wewenang Polisi berkaitan dengan laporan tindak pidna
pemilu adalah menyelesaikan laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasildari tugas ini akan menentukan
apakah laporantindak pidana pemilu itu dapat ditindaklanjuti ke Kejaksaan atau
tidak.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia tugas utama dari Polisi adalah
sebagai penyidik. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan untuk
melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Penyelidikan  diartikanscbagai
serangkaian  tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan, sementara penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik untuk
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mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada sistem peradilan pidana, Polisi bersifat penindakan atau represif seperti
melakukan langkah-langkah tertentu berupa tindakan penyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penahanan dan sebagainya. Tindakan ini dalam sistem
peradilanpidana dimaksudkan untuk menyelesaikan dengan efektif tiap-tiap
perkara yang masuk di Kepolisian. Menurut hukum, polisi juga berwenang
mengadakan penghentian penyidikan serta mengadakan tindakan lain menurut
hukum.

Didalam penyelesaian tindak pidana pemilu, sebenarnya tugas polisi sudah
cukup terbantu karena perkara-perkara yang diterimanya sudah merupakan hasil
penyaringan dari Panwaslu, Panwaslu sendiri hanya menyerahkan kasus-kasus
yang menurutnya memang sudah cukup bukti awal terjadinya tindak pidana
pemilu.Kendati polisi modern menjadi bagian dari birokrasi itu sendiri, dan
karena tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan
oleh prosedur hukum yang rinci, namum pada waktu yang sama telah dihadapkan
kepada kebutuhan untuk mrngambil keputusan dan melakukan tindakan yang
bersifat spontan.

Dalam kasus tindak pidana Pemilukada di Kabupaten OKU Timur, terdapat
beberapa pelanggaran tindak pidana Pemilukada, yaitu:*" Yang pertama dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri sipil ini diduga melanggar Pasal 79

ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 32 tahun 2004 menjelaskan larangan

" Hasil wawancara dengan KASATGAS Il Gakkumdu Polres OKU Timur Tanggal 21
Maret 2016



keterlibatan unsur aparat negara diantaranya adalah pegawai negeri sipil baik
dalam jabatan struktural maupun fungsional yang berbunyi demikian:

Avyat (1)

Dalam kampanye, dilarang melibatkan:

a. hakim pada semua peradilan.

b. pejabat BUMN/BUMD.

c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negera.

d. kepala desa.

Ayat (4)

Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai  negeri sipil, anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Keterlibatan pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah baik langsung maupun tidak langsung tidak diperbolehkan,
hal ini dikarenakan keterlibatan pegawai negeri sipil dapat menggangu peroses
demokrasi, keberpihakan pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara yang
melayani masyarakat tanpa diskriminatif sangat membahayakan kondisi politik
suatu daerah tempat dimana pemilihan tersebut sedang berjalan. Mengingat
keberpihakan pegawai negeri  sipil  dapat  mengganggu stabilitas  roda
pemerintahan. Oleh karena itu pegawai negeri sipil dianggap menjadi salah satu

komponen yang berpotensi melakukan tindak pidana pemilihan Kepala daerah.



48

Schingga dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan demikian ¢

pasal

yang

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan
kepala desa dilarang membuat  keputusan dan/atau  tindakan  yang
menguntungkan atau merugikah salah satu pasangan calon selama masa
kampanye.

Pasal 80 diatas merujuk pada sanksi pidana Pilkada yang tertuang dalam
116 ayat (4), yang berbunyr demikian:

Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan
negeri dan kepala desa yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 80 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulanatau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

Pada pelanggaran selanjutnya, ditemukan kasus tindak pidana Pemilukada

dilakukan oleh Muazam Kepala Desa Burnai Mulya. Diduga melanggar

Pasal 116 ayat (3) Jo Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang unsur-unsur sebagai berikut:

Sctiap orang
Dengan  sengaja melanggar ketentuan larangan  pelaksanaan kampanye

pemilihan Kepala Daerah melibatkan Kepala Desa.
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Adapun ancaman sanksi yang diberikan kepada terdakwah ialah denda Rp.
2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan pidana kurungan selama 3 Bulan. Dari laporan
tersebut, untuk perkara atas nama Muazam oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan
lengkap (P-21).

B. Faktor-faktor yang Menghambat Tugas Kepolisian dalam Mencegah
dan Menindak Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah
di Kabupaten OKU Timur

Pemilukada yang berkualitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi yaitu
sisi proses dan sisi hasil dari pemilu tersebut. Pemilukada dapat dikatakan
berkualitas dari sisi prosesnya apabila Pemilukada itu berlangsung secara
demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat
dari sisi hasilnya, pemilukada itu harus dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat
yang mampu mensejahterkan rakyat serta mampu mewujudkan cita-cita nasional
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1994, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.”!

Ditinjau dari perspektif kondisi secara objektif faktual, maka potensi
pelanggaran dalam pemilukada dapat berlangsung secara intens dan eksplosif

karena faktor-faktor berikut;*?

! Topo Santoso, Op.Cit hlm. 20
** Djoko Prakoso. Tindak Pidana Pemilu, Sinar Harapan, Jakarta, 1987 hlm. 56
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Masyarakat  Indonesia  masih  tergolong  wn-educated  dan  un-skill.
Dengankondisi latar belakang ini maka mayoritas masyarakat kita masih
mudahuntuk dicksploitasi, diperalat, dimanipulasi untuk melakukan aneka
tindakpidana pemilu.

Mayoritas rakyat Indonesia, secara sosial ekonomi secara nasional bangsa
kita hingga kini masih terpuruk dalam berbagai krisis multi dimensional.
Dengan kondisi ini maka mayoritas masyarakat kita akanmudah terpancing
ataupun dimanipulasi dan dieksploitasi untuk melakukan berbagai tindak
pidana pemilu melalui praktek-praktek seperti money politics, iming-iming
imbalan dan sebagainya.

Kultur politik masyarakat kita masih lekat dan kental dengan budaya Patron-
Client, dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokohtertentu
secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional
belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan objektif.

Masif-nya perilaku dan budaya aroganisme, partisanisme, parsialisme, dan
subjektivisme dari para elit partai-partai politik kita kurang mendidik rakyat.
Bahkan cenderung sangat merugikan masyarakat.

Masih timpangnya (besarnya gap) rasio yang proporsional antara jumlah
aparatur penegak hukum, terutama jajaran Poln, dengan luas wilayah dan
kepadatan jumlah penduduk masyarakat kita di seantero nusantara, schingga
Kegiatan pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap para pelaku

tindak pidana pemilu akan sulit diminimalisasi.



6. Adanya kendala Keterbatasan anggaran, fasilitas, mobilitas Kerja sama jumlah
personalia Panwaslu di semua jenmjang tingkatan. Hal im terutamaakan
dirasakan dalam operasionalisasi pengawasan di tingkat
kecamatan kota/kabupaten serta provinsi.

Dalam proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten OKU Timur masih
terdapat kekurangan-kekurangan seperti Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam
memfasilitasi salah satu calon anggota legislatif dan adanya pelanggaran tentang
kampanye melibatkan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian, selain hambatan-hambatan diatas terdapat juga
hambatan yang menjadi kendala untuk penanganan perkara Tindak Pidana
Pemilukada di Kabupaten OKU Timur adalah terletak dari dalam diri personel
yang duduk dalam Sentra Gakkumdu itu sendiri, yaitu:*’

. Tingkat pemahaman yang masih kurang terhadap peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang Pemilukada.

(3°]

Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada.

3. Kurangnya koodinasi antara personel yang duduk dalam Sentra Gakkumdu.

* Hasil wawancara dengan KASATGAS 1 Gakkumdu Polres OKU Timur Tanggal 21
Maret 2016






BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, telah

diperoleh informasi mengenai tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak

pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten OKU Timur,

maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

_I-J

Tugas kepolisian dalam mencegah dan menindak pelaku tindak pidana
pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten OKU Timur belum optimal.
Hal itu dapat terlihat dari adanya pelanggaran yang telah memenuhi syarat
(P-21). Namun demikian keberadaan kepolisian sangat diperlukan dalam
menyelesaikan laporan tindak pidana pemilu yang terjadi dengan
melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika tidak adanya keberdaan
kepolisian, maka penanganan perkara Tindak Pidana Pemilukada tentu
akan terhambat. Masing-masing aparat penegak hukum akan berjalan
sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sehingga tentunya dikhawatirkan
laporan-laporan  perkara Tindak Pidana Pemilukada tidak  dapat
ditindaklanjuti secara maksimal atau dengan kata lain akan banyak perkara
Tindak Pidana Pemilukada yang tidak bisa diproses sampai ke tingkat
pengadilan,

Faktor-faktor yang menghambat tugas Kepolisian dalam mencegah dan
menindak pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di

Kabupaten OKU Timur pada dasarnya dapat dilihat dan dua sisi yaitu sisi
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proses dan sisi hasil dan pemilu tersebut. Permlukada dapat dikatakan
berkualitas dar sisi prosesnya apabila Pemilukada itu berlangsung secara
demokratis, aman, tertib dan lancar serta jujur dan adil. Sedangkan apabila
dilihat dari sisi hasilnya, pemilukada itu harus dapat menghasilkan wakil-
wakil rakyat yang mampu mensejahterkan rakyat serta  mampu

mewujudkan cita-cita nasional.

B. Saran

l.

1o

Perlunya pengkajian lebih spesifik lagi tentang prosedur penanganan
Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah sesuai  dengan dasar
penyelenggarannya yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 8
Tahun 2012. Diharapkan penerapan hukum untuk kasus tindak pidana
pemilu harus lebih mengutamakan pemberian efek jerah agar pelaku tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi karena dapat kita lihat pada
prakteknya, pidana penjara masih sangat sulit diterapkan yang ada
hanyalah hukuman percobaan yang masih belum bisa dikatakan
memberikan efek jerah bagi pelaku.

Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah perlu
adanya suatu persamaan persepsi untuk memahami peraturan perundang-
undangan yang berlaku schingga perbedaan penalsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dihindarkan. Serta
lebih ditingkatkan koordinasi antara unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan yang duduk dalam Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
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